PENGAWASAN TIDAK DIMULAI PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA


Dalam benak masyarakat umum, tugas pengawas pemilu sering kali digambarkan secara dramatis pada hari H pemungutan suara: berdiri di dekat bilik suara, mengawasi kotak pemungutan, atau bersiap menghentikan kecurangan saat warga mencoblos. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah, namun kurang tepat. Secara filosofis dan operasional dalam hukum tata negara, keberhasilan pengawasan Pemilu tidak ditentukan di hari pemungutan suara, melainkan pada seluruh tahapan sebelum pemungutan suara itu sendiri dilaksanakan.
Mengapa Fokus Pengawasan Ada Sebelum Hari H? 
Hari pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanyalah muara dari sebuah proses panjang. Jika pengawasan baru dimulai saat surat suara hendak dicoblos, maka Bawaslu sebenarnya telah terlambat mencegah potensi pelanggaran yang paling mendasar dan terstruktur. Berikut adalah tiga alasan utama mengapa kerja-kerja pengawasan justru terfokus pada masa pra-pemungutan suara: 
1) Pencegahan Lebih Utama daripada Penindakan (Preventive Measures).
Prinsip utama Bawaslu adalah mencegah terjadinya pelanggaran, bukan sekadar menindak setelah kerugian terjadi. Jika pelanggaran—seperti politik uang, intimidasi pemilih, atau manipulasi daftar pemilih—terjadi sebelum hari pemungutan suara dan dibiarkan, maka hasil di TPS pada hari H sudah tercemar sejak awal.
2) Akurasi Hak Pilih Dimulai dari DPT.
Daftar Pemilih Tetap (DPT) disusun berbulan-bulan sebelum pencoblosan. Pengawasan ketat pada proses pemutakhiran data pemilih memastikan tidak ada pemilih ganda, pemilih fiktif, atau warga negara yang kehilangan hak pilihnya. Kerawanan DPT yang dibiarkan sebelum hari H akan merusak integritas hasil suara di TPS.


3) Netralitas dan Logistik sebagai Benteng Utama.
Proses pencetakan, pelipatan, hingga distribusi surat suara dan kotak suara dilakukan jauh sebelum hari H. Jika pengawasan logistik tidak ketat sebelum pemungutan suara, risiko surat suara rusak, tertukar, atau hilang di jalan akan merusak proses di TPS tanpa bisa diperbaiki dengan cepat.

Pemetaan Fokus Pengawasan Pra-Pemungutan Suara
Untuk memahami secara komprehensif bagaimana Bawaslu bekerja sebelum hari H, berikut adalah cakupan pengawasan pada tahapan-tahapan krusial:
	NON TAHAPAN S/D TAHAPAN PEMILU
	FOKUS UTAMA PENGAWASAN BAWASLU

	Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
	Memastikan warga yang memenuhi syarat terdaftar dan mencoret pemilih tidak memenuhi syarat (TMS).

	Pencalonan 
	Memastikan keabsahan berkas administratif calon dan tidak ada penyalahgunaan wewenang.

	Masa kampanye
	Memastikan kesetaraan ruang berkampanye, menindak hate speech, isu SARA, serta politik uang.

	Masa tenang
	Memastikan tidak ada aktivitas kampanye terselubung dan pembersihan alat peraga kampanye (APK).

	
	Mengawal ketepatan jumlah, kualitas, serta keamanan distribusi perlengkapan pemungutan suara.



Hari Pemungutan Suara: Cermin Hasil Pengawasan 
Ketika hari pemungutan suara tiba, apa yang dilakukan oleh pengawas pemilu (khususnya Pengawas TPS) di lokasi adalah memastikan mekanisme berjalan sesuai prosedur standar (SOP). 
[bookmark: _GoBack]Jika pengawasan pada tahapan sudah berjalan optimal, maka hari pemungutan suara akan berjalan maksimal dan efektif dengan tujuan, antara lain:
1) Pemilih yang datang memang orang yang berhak (DPT valid). 
2) Peserta pemilu bertindak tertib karena aturan kampanye telah ditegakkan. 
3) Logistik surat suara tiba tepat waktu, tepat jumlah, dan bersegel. 
Dengan demikian, suasana di TPS pada hari H hanyalah refleksi dari kualitas pengawasan yang telah dibangun secara konsisten selama berbulan-bulan sebelumnya. 
Kesimpulan 
Pernyataan bahwa "pengawasan tidak dilaksanakan pada hari pemungutan suara, tapi dilaksanakan sebelum pemungutan suara dilaksanakan" menekankan pentingnya Paradigma Pencegahan. Pengawasan pemilu adalah marathon panjang yang menguji ketelitian, integritas, dan konsistensi Bawaslu sejak awal tahapan. Hari pemungutan suara hanyalah garis garis akhir (finish line) dari seluruh ikhtiar menjaga kemurnian suara rakyat.
